KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Komisi | Garap Revisi UU ITE Bareng Komisi lll

: Minggu, 07 Februari 2016
: Rakyat Merdeka
7

Kommisi
Rewisi

IDPR telah menerima draf rewi—
si TUndang— {Indang MNNomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi
dan Tramsaksi Elektronika
CITE) dari pemerintah. K omisi
I akan mendalami draf RTJILT
ang dirumusikan K ermenterian
Komuunikasi danmn Informasi
(K erminfo) bersarmna KKormisi
IXX.

Aanmoota Komisi T IDOPR
Syvwaiful Bahri Anshori smen—
sungkapikan. dalam draf RTUIUT
TTE terdapat perubahan anca—
rman bhbukwurman pidan=a basi
Prelaku pencermnaran narnma bailk
mmelaluail saranmna clektromilk o
Sebelummnya. kata dia, pelaku
Pencernmaran narma baik dian-—
carrm hukarnmnan & tahbhun, kimid
diubah menjadi di baswah S
tahun. Itu tercanturm dalarm
Pasal 277 ayat 3 dan pasal 45
ayvat 1 doraf RTUOLUT I'TE.

Auanshori meny atalkan. pasal
ang ada dalarm R ULT I'TE
mantinyva alkan disimkronlkan
dengan Kitab Undangs-—-TUndan s
Hukum Pidana (KETEIP) yramns
dJusa belurm maengcatur secara
detail tentang penceimMmararn
marma baik melalui celektronilk .
““Iebetulan Komisi I sedangos
merewisi Undang-TUndangs
KTLTHE, jadi kami akan bexrikc—
oordinmnasi untuk mensinkro-—
mkannya.”” katamy»a di Jakarta,
kKermariie.

LAamsori mendy atakan .. Komisi
T jusa sedang membicarakan
rencana koordimnmasi denngan
FKomisi ITIXI IDPR demngan rixxyeryi—
bentuk Panitia Kerja (Pamja)
untulk koordinasikan pasal-
Ppasal terkait mmasalah hulkiarx .

“TBeberapa wvwalktua lalu, Tapat
Badan MhMusyawarah (Barmuas)
mermutuskan. rewvisi undans-—
mnNndangs itua dilakulkan maeclaluakd
Panja. Tapi belurm ad=a tinndak —
lanjutnya. ZWiakanyva. Komisi I
akan dadaduk bersama lagi demnm—
zan Komisi ITT, Kepolisian das
sejumiliah pihak terkait pekan
depan.”” ujarmy»a .

IDitanyva scjauh mana kedala—
man dalarm pembabasan rewvisi
T ITE. Ssamnshori menjelaskan.
pPibhbakny=a belurm melakukan
permbabhbhasan revisi UL tersebuat
secara mendalam . Komisi I
DPIRR baru seabatas membaca

I Garap
LIJLs I'TE
BPBaremg Komisi

dan mendengarkanmn masulkan
dari akademisi dan L. ST

““Foasil masukan publilk karnmi
menermulkan banyyak pelamgs-—
Saran poenceiimarAan narmma bailke
melalui media elekoronik , serca
banyak penegak hukurm »yans
kKelira mengartikan pidana
elektronilk ini..,”” cetusnya. =

Ia berharap. manti U ITE
baru tidak Ilagi memasukkan
“pasal karet” yangs melangocoar
Hak Aasasi MMianusia (ELADNI) .
kebebasan berekspresi danm
berpendapat.

“TTidalk boleh ada pihalk »ang
merasa dirTuagikan atas mmmaju—
nya perkembanggan teknologi.
Kami ingin., interalksi dalarm
masyarakat tidak tergangssu
dengan perkembangan telknolo-—
£i.”” tuturnya.

Pandangan secrupa disampai—
Kan., Angocota Komisi I DPR
Effendil Sismbolon. ITa scetuju
melanjuatkan rewvisi UL ITE
yarnge diajukan pemerintalh ..
karcna inti dari RULUT tersecbut
adalah "sanksi y»ang member—
artkar .

“=SNvalktu itua, ada yang rmere—
sajukan uji Maateri ke MWK
aitua L. .S wywangs saya dduasa
berada dibalik rewvisi UL T'TE
wangs diajulkan oleh permerintakh
sekarang.”” kata Effernndi.

Effendi berbharap. dalam
rewisi UL ITE tidalk lagsi ad=a
Pasal karet »ang disalahgou—
mnakan aparat pencegalk hulkuma
untulk Mmenahan seseorans.
Menurutnya. slobalisasi per—
tuumbuhan teknolozi dan ke—
bebasanmn informasi tidak bisa
dibendungs. I'Nammuan. hal terse—
but harus dilindungi regulasi
»angs jelas agar teknologsi tidalk
disalabgsunakan oleh orans
Pengoecuit.

K ejahatan IITTE lebihh jahat
dari teroris. Teroris imi terlibhat
siapa pelakuny a. sangsinya
dan sebagainya. Kalau di duni=a
wirtual merceka bisa palkai alkun
Palsu dan sebagainya., tidak ter—
lihhat tapi mengoyvak sescorans
dengsan dampak sepanjans
masa. Makanya poelaku kejaha—
tan I'TE digolongkan ocrdinary
crirme saja. kasih hukurm=an be—
rat mungkin sampai 1S tcahuan ™7
tandasniy . . oMl
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